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TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAM| DAN NAFKAH

A. Ketentuan Umum Tentang Poligami
1. Pengertian Poligami

Kata poligami terdiri dari kata pbli” dan “gami. Secara
etimologi, poli artinya “banyak”, dargami artinya “isteri”. Jadi poligami
itu artinya beristeri banyak. Secara terminologiligami yaitu seorang
laki-laki mempunyai lebih dari satu istedtau seorang laki-laki beristeri
lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyapa orand.

Dalam bahasa Arab poligami disebut deng#aidiiduz zaujat
(berbilangnya pasangan), atau dalam istilah figihenyebutnya
“ta’adduduz zaujdt (seorang laki-laki beristeri lebih dari seorahg).
Sedang dalam Ensiklopledi Hukum Islam, poligataiaddud az-zaujat :
berbilangnya isteri) berasal dari bahasa Yunguly atau polus’ yang
berarti banyak, dangameinataugamo$ yang berarti kawin/ perkawinan.
Jadi secara bahasa, poligami berarti “suatu perl@awyang banyak” atau

“suatu perkawinan yang lebih dari seorang”, baik praupun wanita.

! Abd. Rahman Ghazalfikih Munakahat : Buku Seri Darragakarta: Prenada Media,
2003, hal. 129

2 Slamet Abidin dan Aminuddirfigih Munakahat,Bandung : cv. Pustaka Setia, 1999,
cet. pertama, jilid 1 dan 2, hal. 131

3 A. Abdul Mujib, Mabrur Thalhah, dkk,Kamus Istilah Figil Jakarta : Pustaka Firdaus,
1994. Hal.352

* Abdul Aziz Dahlan,et. al, (ed), Ensiklopedi Hukum lIslanijilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar
Baru Van Hoeve, 1997, hal. 107
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DalamKamus Besar Bahasa Indonegmligami diartikan sebagai
sistem perkawinan yang salah satu pihak memilikiu amengawini
beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersarmhdaan menurut Siti
Musdah Mulia, poligami berarti ikatan perkawinaraga hal mana suami
mengawini lebih dari satu isteri dalam waktu yaama®

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diskapubahwa
poligami adalah ikatan perkawinan di mana salat gdtak memiliki atau
mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu ybBegsamaan.
Walaupun pengertian di atas ditemukan kalimat fsalatu pihak” akan
tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai dasyami dikenal
dengan poliandri, maka yang dimaksud dengan polighnsini adalah
ikatan perkawinan seorang laki-laki dengan banyalemppuan sebagai
pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan.

Dalam pengertian ini tidak disebutkan batasan iistalam
poligami, akan tetapi dalam Islam membatasinya hasgmpai empat
orang isteri. Kalau ada keinginan untuk menambgh faaka salah satu
dari mereka berempat harus diceraikan. Sehinggé&lfnya masih tetap

empat orang isteri.

®> Tim penyusun Kamus Pusat Bahakamus Besar Bahasa Indonese.3, Jakarta :
Balai Pustaka, 2005, cet.3.hal. 885

® Siti Musdah Mulia,Islam Menggugat PoligamiJakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2007, hal.43
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2. Dasar Hukum Poligami M enurut Perundang-undangan dan Hukum
|slam
a. Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Pada dasarnya Undang-undang Perkawinan No. 1 tH®itdh
menganut asas monogami, yakni perkawinan antararsgdaki-laki
dengan seorang perempuan. Tetapi Undang-undangvAedn tidak
menutup rapat-rapat diperbolehkan poligami, selbagaa tertuang
dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang PerkawinanlNahun 1974
“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suatuk beristeri
lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihbllp yang
bersangkutan®.

Pasal 3 ayat (2) tersebut merupakan dasar dipékzoiaya
beristeri lebih dari seorang (poligami) dengan atyaapabila
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutanmdamperoleh izin
dari pengadilan.

b. Menurut Hukum Islam

Dasar hukum diperbolehkannya poligami menurut hukum
Islam adalah dijelaskan dalam al-Qur’an surat asaMiyat 3 :

BXO2R9000D = -0 2OANVGAZNE 2RO
BXAC QAT a0 OGOV I G0N ac = @RX
EIRNRIES LY SIS BDa C o ®8
AeORE>Le0 G0 O ¢e8 0L BOQHE W I
Ol e SHQNE )V B BAACOEVO00
o 48 OO0 CORNOYEOSw B3O O D¢ e
A& 1w 00 JLAERGORAOr OO {EEmMEHES

B25-07wARD> v -+ S-@O%k OO

" Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawdtaa Kompilasi Hukum Islam,
Bandung: Citra Umbara,2007, hal.2
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Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat ladwh adil
terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana karengawininya),
maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senandua, tiga
atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akaraker adil, maka
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamiliki. Yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak betbamiaya (surat
an-nisa’ (4) : 3%

Maksud ayat di atas yaitu bahwa Allah menghadapkah-

Nya kepada para pengasuh anak-anak perempuan Ysthwa bila
anak perempuan yatim itu berada di bawah asuhankdlmasaan
salah seorang di antara kamu dan kamu takut tidpktdnemberikan
kepadanya mas kawin yang sama besarnya dengan qerem
perempuan lain, maka hendaklah kamu pilih paranpguan lain saja,
sebab perempuan lain ini banyak dan Allah tidaknakempersulit,
bahkan dihalalkan bagi seorang laki-laki kawin samgmpat orang
isteri. Jika takut akan berbuat aniaya kalau kaleiih dari seorang
perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan seosaja atau
mengambil budak perempuan yang ada di bawah kedagal

Terdapat juga dalam hadis Gailan ibn Salamah yang

diriwayatkan oleh Abdullah bin ‘Umar :
B Lo U 00l ams alols S5 e dly ot Balis ) 032 O
(el At olgy) Loyl Fgin gy OF ohg adle
Artinya : Sesungguhnya Gailan ibn Salamah masu&nisban ia

mempunyai 10 (sepuluh) isteri. Mereka bersama-sdiaa
masuk Islam. Maka Nabi SAW memerintahkan kepadanya

8 Departement Agama RAI-Qur'an dan TerjemahnyaJakarta: Yayasan Penyelenggara
Penerjemah Al-Qur’an, 1984, hal.115
° Sayyid SabigFigih Sunnah(terj) Muh. Thalib, jilid 6, Bandung : al-Ma’ari,997, hal. 149
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agar memilih enpat orang saja diantara mereka (dan
menceraikan yang lainnya). (H.R. Ahmad, al-Tirndan
disahihkan ibn Hibarlf

Sedangkan dasar hukum tentang dituntutnya untuakeeadil
dalam poligami terdapat dalam surat an-Nisa ayat 12
§ O B MUORD OS¢ SOl JIRRYCE dm
AL BOQYHE W@ I $x0V 9D BI-OANQ O D¢ e
BXUDHOY Ot X0 B A2€- 00RO J0vwed
srAL2OVOXIO¢d+o PR MORO M@ s S Ow->B
RO El 0.0+Q#EHRED> <COMWwa e XK@
MR e BXO>0%dr @0 BX-ACNHCOD &

PO, 00 F-x00~> AKXIN ¢4) AXI@) A Lo I

Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat la&u adil di antara
isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin beabu
demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenceyu
(kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkargyain
terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbatkan
memelihara diri (dari kecurangan), maka sesunggahny
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-idha’
129)*

Ayat di atas sebenarnya dengan jelas menunjukkawdasas
perkawinan dalam Islam adalah monogami. Namun damikslam
tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untwpbligami,
sepanjang persyaratan keadilan di antara isteatddipenuhi dengan
baik.*?

Tentang asas perkawinan ini M. Abduh mengemukakan
“Barang siapa merenungkan kedua ayat ini (surdtliaa-ayat 3 dan

ayat 129) niscaya ia akan dapat mengerti bahwahbwée poligami

dalam Islam adalah peraturan dipersempit, seolahjobligami suatu

10 Al-Sanari, Subulus Salanjyz 3, Kairo: Dar lhya’ al-Turaj al-‘Araby, 1960ah132

" Departemen Agama Rbp.cit hal. 99

12 Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesiajakarta :Raja Grafindo Persada, 2003,
hal.170
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keadaan darurat yang hanya diperbolehkan bagi dexpgksa serta
menyakini pula bahwa ia akan berlaku ‘adil
3. Alasan-alasan dan Syarat-syarat Poligami
a. Menurut Perundang-undangan

Pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hbpigh
menikah dengan seorang wanita, begitu juga selyalikhetapi tidak
menutup kemungkinan bahwa seorang laki-laki digetid@n
mempunyai isteri lebih dari seorang (poligami). Beam ketentuan
poligami tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak ydreysangkutan
dan mendapat izin dari pengadilan (pasal 3 ayaU(2p jo. pasal 56
ayat (1) KHI) dan suami wajib mengajukan permohorkapada
pengadilan di daerah tempat tinggalnya (pasal #(@yaJUP jo. pasal
4 PP N0.9/1975 jo. pasal 56 ayat (2) KHI ).

Adapun alasan-alasan poligami dalam Undang-undang
Perkawinan No. 1 tahun 1974 ditegaskan dalam phsslat (2) jo.
pasal 41 PP. No. 9/1975 jo. pasal 57 KHlyang berbtPengadilan
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan kepada
suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabil
a. lIsteri tidak dapat menjalankan kewajibannyagebisteri;

b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yas@k tdapat
disembuhkan;

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunah;”

13 Nur Efendi, poligami “Peluang dan keberanian?urnal llmiah Syari’ah STAIN
Tulungagung, 11,2, Nopember, 2000, hal. 28
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Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut di, aadslah
mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dileddsam yaitu
membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kdkal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalansamkompilasi
yang sakinah, mawaddah, warahmah, wabarokalka ketiga hal
tersebut di atas menimpa satu keluarga atau pasaswgani isteri,
sudah barang tentu kehampaan dan kekosongan datardugan
berumah tangga akan menerpanya. Misalnya saja tetak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tentu akaanjadi
kepincangan yang mengganggu laju bahtera rumahgdangng
bersangkutan. Meskipun kebutuhan seksual bukanddh-sstunya
tujuan dari perkawinan, namun ia akan mendatangkagaruh besar
manakala tidak terpenuhi. Demikian pula apabikrishendapat cacat
atau penyakit yang tidak dapat disembuhRan.

Akan halnya alasan yang ketiga, tidak semua pasasigami
isteri, yang isterinya tidak dapat melahirkan ketian memilih
alternatif untuk berpoligami, terkadang mereka memeh cara
mengangkat anak asuh.

Tidak hanya alasan-alasan yang tersebut di atas y&a)g
menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan peomain

poligami, tetapi terdapat beberapa syarat yangsh@npenuhi. Hal ini

4 Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawdiaa Kompilasi Hukum Islam,
loc.cit, hal. 2-3. Lihat PP. No. 9 tahun 1975, Bandung:a&itmbara, 2007, hal. 58. Dapat dilihat
pula KHI, Bandung : Fokusmedia, 2007, hal. 21

5 Ahmad Rofig,op.cit.hal.171
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tertuang dalam pasal 5 Undang-undang Perkawinari fahun 1974,

jo. pasal 41 point b-d PP No. 9/ 1975 jo. pasaKB8 yakni :

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Unaiadh@ag ini,
harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut ;

a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteginy

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kegyerlu
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil tenhasteri-
isteri dan anak-anak mereka

2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf al paistidak
diperlukan bagi suami apabila isteri atau istaerigya tidak
mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat jeterpihak
dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabarisgfetinya selama
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena it
lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakimgpéilan®

b. Menurut Hukum Islam
Adalah wajar bagi suatu pandangan apabila agama@ yan
bersifat universal dan berlaku setiap waktu dan dighnuntuk
mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh terjat#i paatu ketika,
walaupun kejadiannya hanya merupakan “kemungkinadanya

kemungkinan mandulnya seorang isteri atau terjamgki penyakit

16 Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawdiaa Kompilasi Hukum Islam,
loc.cit, hal. 3. PP. No. 9 tahun 1976c¢.cit. KHI, loc.cit.
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parah, sehingga tidak dapat melayani biologis suyanal ini
merupakan suatu kemungkinan yang wajar.

Apakah ada jalan keluar bagi seorang suami yangatdap
diusulkan untuk menghadapi kemungkinan ini agaa bexara kontinu
menyalurkan kebutuhan biologis atau memperoleh “arfaéligami
adalah solusi terahir dan jalan yang paling ideghpi sekali lagi harus
diingat bahwa hal ini bukan anjuran, apalagi skatuajiban.

Berkaitan dengan alasan poligami, Rasyid Ridha ndala
bukunya Masyfuk Zuhdi mengemukakan bahwa poligaranya
diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalsiexi ternyata
mandul, sebab menurut Islam, anak itu merupakah s&tu dari tiga
human investmenyang sangat berguna bagi manusia setelah ia
meninggal dunia. Yakni bahwa amalnya tidak tertutepkah karena
adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdagnya. Maka,
isteri yang benar-benar dalam keadaan mandul latdasketerangan
laboratoris dan suami tidak mandul, suami diizinkagrpoligami
dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkialk semua
keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberidikaalahir
maupun batin, yang meliputi pangan, pakaian, tertipggal, giliran

pada masing-masing isteri, dan lainnya yang bérkéhendaan. Jika
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suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu metiesemua hak
mereka, maka ia haram melakukan poligami.

Berkenaan dengan kewajiban suami untuk berbuat adil

terhadap isteri-isterinya, Nabi Muhammad SAW beisab

Al 0Tl wils e 0 JB ey ade B Lo ) D1 agn ol s
(V-
Artinya : Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Nabi bersabda :
“Barangsiapa yang mempunyai dua orang isteri, lalu

memberatkan kepada salah satunya, maka ia akamglati
pada hari kiamat dengan bahunya miring ”

Allah SWT juga membolehkan suami berpoligami sampai
empat orang isteri dengan syarat harus berlaku lagibda isteri-
isterinya, yaitu adil dalam melayani isteri, sepenusan nafkah,
tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala halybersifat lahiriah.
Jika tidak bias bersifat adil maka cukup satu isteja (monogamiy’

Hal ini berdasarkan firman Allah surat an-Nisa agao

§ O BXMORDON D45 SO0M= I+ weO
NS BOQYHR W@ e $x2V 9D BI-UNBQ O =D &
BXUDPHON O & *Xoo B 2 €= OO0 0 we0
A0V OXIO ¢ PR AOBROMWa S O=—>B
QROeO g 0.O+Q#ERDCOYWa g X@D
MR 0= BXA>0%dr =00 BXOCNEHCOD &

G TPOON,0"0 S-x@0> AXIN ¢8) AXI@) A Fo S

Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat la&u adil di antara
isteri-isteri(lmu), walaupun kamu sangat ingin bexbu
demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenceyu
(kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkargyain
terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbatkan

" Masyfuk Zuhdi,Masail Fighiyyah; Kapita Selekta Hukum Isladakarta : Gita Karya,
1988, cet. Ke-1, hal 12

'® Abi Daud SulaimanSunan Abi Daudijlid I, Kairo: Dar al-Fikr, hal. 473 (hadis nomor
2133 dalam bab al-Qismi baina al-nisgi

9 Abd. Rahman Ghazalgp.cit
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memelihara diri (dari kecurangan), maka sesunggahny
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-id5a’
129)

Keadilan yang dimaksud oleh ayat ini, adalah keadil
dibidang imateriil (cinta). Itu sebabnya, hati yaregpoligami dilarang
memperturutkan cintanya dengan cara berlebihan deepgang
dicintainya® Alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk berpoligam
ada segi positif dan negatifnya, oleh karena itlafdialan dijadikan
syarat utama dalam agama.

4. Poligami Menurut Perundang-undangan

Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang prya haleh
mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanyahbalempunyai
seorang suami (pasal 3 ayat (1) UUP). Kemudiannmdadang memberi
kelonggarang bagi suami yang ingin beristeri ledéni seorang. Yakni,
pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suisimk beristeri lebih
dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihakgy bersangkutan
(pasal 3 ayat (2) UUP) dan wajib mengajukan permahokepada
pengadilan di daeranh tempat tinggalnya (pasal 4P)JWKebolehan
seorang suami untuk beristeri lebih pada waktu dmeasn ini hanya
terbatas sampai empat orang saja (pasal 55 aykt(].

Adapun alasan diperbolehkannya poligami adalah reepang
telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya,:yakni

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibanrefzagai isteri;

20 Hashi IndraPotret Wanita Sholihahlakarta : Permadani, 2004, hal. 101
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b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yaddgk t dapat
disembuhkan;
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan; (pdsayat (2) UUP jo. Pasal
57 KHI)
Sedangkan syarat yang harus dipenuhi oleh suang yagin

berpoligam adalah seperti dalam pembahasan sebdiyakni:

a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteainy
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperlu
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil texhasteri-isteri
dan anak-anak mereka (pasal 5 UUP jo. Pasal 58 KHI)

Untuk mengetahui ada atau tidaknya persetujuanisten, maka
harus dibuktikan dengan surat keterangan kesediaaristeri-isteri, dan
apabila tidak ada halangan untuk datang ke pergaaammaka persetujuan
tersebut juga harus diucapkan secara lisan di depaidangan (pasal 41
huruf (b) PP. No. 9 tahun 1975).

Berkaitan dengan harus adanya kemampuan suami untuk
menjamin keerluan hidup isteri-isteri dan anak-amateka, maka harus
dibuktikan dengan surat keterangan mengenai peitgmasuami yang
ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atatl lseterangan pajak
penghasilan atau surat keterangan lain yang dajatinta oleh
pengadilan (pasal 41 huruf (c) PP. No. 9 tahun 1975

Dan untuk mengetahui bahwa suami akan berlaku tadiadap

isteri-isteri dan anak-anak mereka, adalah denganyptaan atau janji
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dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkank itu (pasal 41
huruf (d) PP. No. 9 tahun 1975).
5. Proses Pengajuan Poligami

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, knyau
mengenai perkawinan dalam hai ini poligami, di atudalam UU No. 1
tahun 1974 dan sebagai pelaksanaannya yaitu didalam PP No. 9
tahun 1975 dan KHI, di jelaskan mengenai prose@mggjuan poligami
apabila seorang suami akan beristri lebih dariesegpr

Dalam hal ini Pengadilan Agama merupakan sebuaharbad
peradilan yang memberikan izin bagi seorang syamg hendak beristri
lebih dari seorang . Hal ini sesuai dengan pasata? 2 UU No. 1 tahun
1974 Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal any& memberikan
izin kepada seorang suami yang akan beristri ldhihseorang apabila di
kehendaki oleh para pihak-pihak yang bersangkiit8etelah para pihak
berkehendak maka, pemohon yang hendak beristh ki seorang, ia
wajib mengajukan permohonan secara tertulis kegahadilan, yang
dalam hal ini diatur di dalam PP No. 9 tahun 19@Buypasal 40 jo pasal
56 ayat (1) KHF? Khusus bagi pegawai Negeri Sipil, yaitu terdapat d
dalam PP. No. 45 tahun 1990 yaitu tentang perubaltas PP No. 10
tahun 1983 mengenai izin perkawinan dan percelaagn pegawai negri

sipil, bahwa apabila pegawai negri sipil pria yakgn beristri lebih dari

*! Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawdaarkompilasi Hukum Islam,
loc.cit, hal. 2
%2 Ibid., hal. 58
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seorang, maka ia wajib mendapatkan izin terlel@huth dari pejabat
setempat®

Diterangkan lebih lanjut di dalam pasal 4 ayatyl) No. 1 tahun
1974 dalam hal seorang suami yang hendak bergiiin Idari seorang,
maka pemohon izin poligami wajib mengajukannya &egadilan agama,
di daerah tempat tinggalnyaHal ini sesuai dengan kewenangan relative
yang dimiliki setiap pengadilan.

Adapun isi dari surat permohonan poligami harus oem
a. Nama, umur, tempat kediaman Pemohon (suami) damodfem

(isteri atau isteri-isterinya)
b. Alasan-alasan untuk beristeri lebih dari seorang
c. Petitun?

Permohonan izin poligami merupakan perkeoatentius? karena
harus ada (diperlukan) persetujuan isteri. Karémaperkara ini diproses
di Kepaniteraan Gugatan dan didaftar dalam Registduk Perkara
Gugatart’

Dengan demikian mengenai prosedur poligami, bahpabika

seorang suami hendak memiliki istri lebih dari s@gr maka ia harus

% |pid.,hal 126

#bid., hal. 2

% petitumadalah tuntutan yang diminta oleh penggugat atawopon agar dikabulkan
oleh hakim. Lihat Mukti ArtoPraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agaiagyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004, hal.41

% Contentiusadalah perkara gugatan atau permohonan yang dhdgégamengandung
sengket%antara pihak-pihak. Nomor perlamatentiusdiberi tanda Glbid.

Ibid., 241
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mengajukannya kepada pengadilan agama, dan hargaglan agama di
daerah tempat tinggalnya dan permohonan tersebus textulis.
B. Nafkah dalam Poligami
1. Pengertian Nafkah
Menurut bahasa, nafkah berasal dari kai@f&dgah” yaitu barang-
barang yang dibelanjakan seperti udng§edang secara istilah terdapat
beberapa pengertian, di antaranya adalah :

a. Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah suatu yang itineroleh
seseorang kepada isteri, kerabat, dan kepada galikntuk memenuhi
kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalsrupa
makanan, pakaian dan tempat tinggal.

b. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah peamgein yang
biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk segaatubaik atau
dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggawabnya?

c. Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kétautumakan,
tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatamni ijika ia
seorang ynag kaya.

d. Menurut M. Shodiqg, nafkah adalah pemberian sesgopark berupa
makanan, pakaian, tempat tinggal, ataupun keteatranatau

kesenangan (nafkah batin) kepada seseorang, disebakarena:

% Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesja Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, 1973, hal. 463

% Djamaan NurFigh MunakahatSemarang: CV. Toha Putra, cet. |, 1993, hal. 101.

30 Abdul Aziz Dahlangt. al, (ed),op.cit, hal. 1281

31 sayyid SabigFigh SunnahAlih bahasa oleh Moh. Thalib. juz 7, Bandung: AT
Ma’arif, cet. 12, 1996, hal. 73
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pekawinan, kekeluargaan, dan pemilikan atau hakk nflhamba
sahaya/budak), sesuai dengan kemamguan.

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkémvédarafkah
adalah pemberian kebutuhan pokok dalam hidup desrasg suami
kepada isterinya. Dengan demikian, nafkah isteratiepemberian yang
wajib diberikan oleh suami terhadap isterinya dataasa perkawinannya.

Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawamsara
seorang laki-laki dengan seorang perempuan selsagani isteri, maka
sejak saat itu pula seorang suami hak-hak dan Keamakewajibannya
terhadap isteri harus dilaksanakan, dan sebalilstgd memperoleh hak-
haknya serta harus menjalankan kewajibannya juga.

Jika seorang suami mempergunakan hak-haknya daonai&an
kewajibannya dengan baik, maka menjadi sempurneéujednya sarana-
sarana ke arah ketentraman hidup dan tenenanganmiasing-masing,
sehingga terwujudlah kesejahteraan dan kebahadpeesama lahir dan

batin.

. Dasar Hukum Nafkah.

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadgri-i
isterinya, di mana tidak ada perbedaan pendapagenan masalah ini.
Bahkan dalam al-Qur’an sendiri telah mewajibkanituaielalui Firman-
firman Allah, diantaranya adalah surat al-Baganzt 233:

HEII2D>PRKXVIBRO CLO RAOOUM e 00
P xrae S AURO L I N (ONSERVOY7dm [m B8]

32 M. Shodig,Kamus Istilah Agamalakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991, hal. 237
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Artinya:"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama d
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakamypsuan.
Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepma
ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibeba
melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jangandsitasg
ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan gegaang
ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban
demikian...”.(QS. Al-Bagarah: 233)

“Rizki” yang dimaksud dalam ayat ini isalah makasacukupnya.
“Pakaian” ialah baju atau penutup badan dan “ma’maitu kebaikan
sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan takk pula
kekuarangan.

- Surat at-Thalaq ayat 6:

hedERR €290RE0 ¢4 OI>LARC GYESD I
O[> 2ABB.Fo s UD = *+ @0 FLANY O IR TN
QRO G OIFE&IORHIR B-0>0F 10 B€dow
B S-0->00 A6+ wnr PO 0,6 CewsOAL O A

OB &7 OME SN

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di markamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”
(QS. At-Thalag; 6f

Dalam ayat ini mewajibkan para suami untuk memiberitempat

tinggal kepada isterinya menurut kemampuannya.

% Departemen Agama RAI-Quran dan Terjemahannyalakarta: Proyek Pengadaan
Kitab Suci Al-Qur’an, 1984, hal. 57
* Ibid., hal. 946
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- Surat at-Thalaq ayat 7:

T XE RN AR d->0 v =, AR O, W@
NOLORHIR 0N O 4860 B CQONTAIAR
#6000, & v (=00, AIGK OcH¢o R JOL JARNHSYrY 6]
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Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkirgradaklah
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepaya.
Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang nieai
(sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allalalk akan
m§5mberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QShalaq:
7)

Seperti ayat-ayat sebelumnya, ayat ini juga dasamjban suami
memberikan nafkah, tetapi ayat ini tidak memberikatentuan yang jelas
dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkahingesuami kepada
isteri, baik batas maksimal maupun minimal.

Berbicara tentang kewajiban memberikan nafkah, Rbah SAW

juga bersabda :

mb&yaﬁi&csjfd(auwaL:éﬁLﬁbwﬁdMU»
Je s Jory Ol W01 gy b tiin < J6 Lgze B o)
olgy) ol (sl 1B o g siSSle Ao e Bl O) Pl e
(Sl

Artinya:” telah meriwayatkan Muhammad bin Yusuf, diriwdgat oleh
Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari ‘a$,
Hindun berkata; “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Aufyan
adalah lelaki yang amat kikir, dia selalu memberikal-hal
yang kurang mencukupi keperluanku, sehingga akuushar
mengambil daripadanya untuk mencukupuku dan anakian”

% \bid., hal. 946
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Maka Rasulullah bersabda: “ambillah dengan cara garaik.”
(HR. Bukhari}®

Dari beberapa ayat dan hadis di atas, para ahlh fiq
berpendapat bahwa makanan, pakaian, tempat timnggaierupakan
hak isteri yang wajib dibayar oleh suaminya. Daiilddi atas juga
dapat dipahami bahwapertama, suami wajib memberi isterinya
makanan, pakaian, dan tempat tingdgétdua, suami melaksanakan
kewajiban itu sesuai dengan kesanggupannya. Naflealy harus
dibayarkan kepada isteri disesuaikan dengan kespaggsuami
dengan adanya batas minimal. Isteri yang sholihabéstinya
menyadari kemampuan suaminya dan tidak sepatutngaumut
suaminya di luar kemampuanya dan oleh sebab itapgjana’ah
harus diutamakan.

3. Macam-macam Nafkah
Dalam syarat tertentu dan sebab-sebab tertentuypuaig menjadi
alasan suami berkewajiban memberi nafkah kepadg parhak, maka
pihak-pihak pemberi harus memperhatikan bentuketbenapa dan
bagaimana harus diberikan kepada pihak yang berhak.

Sedangkan dalam al-Quran dan hadits tidak dijunsp&ipun di
dalamnya yang menerangkan tentang hal-hal maupucamaacam
nafkah secara terperinci kecuali makanan, pakalan, tempat tinggal

secara global. Al-Qur'an maupun hadits hanya mewgan secara garis

% Jmam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin IbrahirBhahih Bukhari Beirut:
Darul Kutub al-ilmiyah, juz. 5, tth, hal. 290
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besarnya saja sebagaimana firman Allah SWT yamgaildub dalam surat
al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

OIL VD Aco@ @ DRI+ 0, 00MedA0 oS- OB <K S
G OR@DOo> 46 R O & D = 00N < ¢

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada
ibu dengan cara yang ma’ruf........... "(QS. Al-Bagar&83y’

Kalau kita kembalikan pada ayat tersebut di ataskarakan kita
jumpai adanya ketentuan bahwasanya suami wajib m@memiizki
(makanan),kiswah dengan cara yang ma'ruf (baik). Kebaikan di sini
maksudnya adalah sesuai dengan ketentuan agama,bidiebihan dan
tidak pula kekurangan disesuaikan dengan kemanguemni.

Setelah memberikan makanan dan pakaian, suami diigatut
untuk mengadakamaskan(tempat tinggal) sesuai dengan kemampuannya

dan kebutuhan isterinya. Sesuai dengan firman Alladat at-Thalaq ayat
6:

MOXE PEdEIRR €290R0 N0 Y OM>LARG GES RO
¢ ALAGN.OR IR

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu berpat
tinggal menurut kemampuanmu........ " (QS. At-Thalag: 6)

Ayat tersebut mewajibkan atas suami menyediakapaéetmggal
yang sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi “tetimgmal” dalam
nash tersebut, suami bukan menyediakan tempat aingg dengan
seenaknya saja, melainkan suami paling tidak hanesnperhatikan

kemampuannya dan kebutuhan isterinya.

3" Departemen Agama Rloc. cit hal.57
3 Departemen Agama Rloc. cit.hal. 946
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Beberapa ayat di atas tidak terdapat satu ayat yamg
menjelaskan tentang perincian bentuk nafkah sdegparinci, melainkan
dari ayat dan hadis tersebut dapat diambil satger&ian bahwa yang
diatur dalam nash tersebut adalah mengenai berafkdam secara garis
besarnya saja, yaitu meliputi makanan, pakaiantetapat tinggal.

Di antara hak-hak isteri sebagaimana yang teladbdikan di atas,
ada pula hak-hak isteri yang bukan kebendaan yaga harus dipenuhi
oleh suami, diantaranya adalah :

1) Menjaga isteri dengan baik.

Suami berkewajiban menjaga isterinya, memelihdeaijgdan
segala sesuatu yang menodai kehormatannya, mempaga dirinya,
menjunjung tinggi kehormatannya dan kemuliaannyahingga
citranya menjadi baif®

2) Memperlakukan isteri dengan baik.

Kewajiban suami terhadap isterinya, pertama ialah
menghormatinya, bergaul dengan baik, memperlakuyeardengan
wajar, mendahulukan kepentingan isteri yang memaajut
didahulukan untuk melunakkan hatinya, dan jugaikepsmenahan
diri dari sikap yang kurang menyenangkan dari pgalatau bersabar
untuk menghadapinyd.Sebagaimana firman Allah dalam surat an-
Nisa’ ayat 19:

OI[2>20€0GTa ¢Ke0

A g Qo ORBrDIROMN Wa 6 N
§ 0O O RORIDeo OI[>20<cO €+ 2O X @D
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S COBN B S COIBERE N ODNE +Fo

39 Djamaan NurQp. cit, hal. 111
0 Sayyid SabigQp. cit, hal. 94
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Artinya: Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudikn
kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) ricare
mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah
menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. AaN
19y*

3) Suami mendatangi isteri.

Sayyid Sabig dalam bukunya mengemukakan bahwasanya
Ibnu Hazm pernah berkata : “Suami wajib mengumpstérinya
sedikitnya satu kali setiap bulan jika ia mampulakidgidak, berarti ia
durhaka terhadap Allaf? Dalam al-Quran juga dijelaskan dalam

surat al-Baqgarah ayat 222 :

CBA0R0 SIS @=DLUAD xcien ¢ 700Dt e It QORI +o
+ S REAG GBSO
Artinya: “Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereladi
tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.” (QS. Al-
Bagarah: 222)*

Kebanyakan Ulama sependapat dengan lbnu Hazm ¢entan
kewajiban suami menyenggamai isterinya, jika iakidda halangan
apa-apa. Tetapi Imam Syafi'i berkata: tidak walhrena berkumpul
itu menjadi haknya. Jadi ia tidak wajib menggunaksknya ini
seperti halnya hak-haknya yang lain.

Tetapi Imam Ahmad menetapkan ketentuan empat bulan

sekali suami wajib mengumpuli istrinya. Karena Allatelah

! Departemen Agama RQp. cit, hal. 119
2 Sayyid SabigQp. cit, hal. 100
“3 Departemen Agama RQp. cit, hal. 54
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menetapkan dalam tempo ini hak bagi oraegla’*. Jadi demikian

pula berlaku bagi yang lain-lath.

4. Syarat-syarat Nafkah

Menurut Muhammad Thalib, syarat bagi perempuan dberh

menerima nafkah meliputi lima hal, yaitu:

a. lkatan perkawinan yang sah.

b. Menyerahkan dirinya kepada suaminya.

c. Suami dapat menikmati dirinya.

d. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat ydilgehendaki
suaminya.

e. Kedua-duanya saling dapat menikm&ti.

Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak tempemmaka ia tidak
wajib diberi belanja. Karena jika ikatan perkawinga tidak sah bahkan
batal, maka wajiblah suami istri tersebut dicemjkguna mencegah
timbulnya bencana yang tidak dikehendaki. Begitla pstri yang tidak

mau menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau stigiak dapat

“lla’ adalah seseorang bersumpah untuk tidak akan menggiatinya dalam tempo
lebih dari empat bulan atau empat bulan, secardakn(global). Lihat Ibnu RusydBidayatul
Mujtahid juz 1l (terj) Imam ghazali Said dan Achmad Zaidbal. 629

> Sayyid SabigQp. cit, hal. 100-101

46 Muhammad ThalibPerkawinan Menurut Islapcet. 1, Surabaya: Al Ikhlas, 1993,
hal. 26
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menikmati dirinya atau istri enggan pindah ke tetmyzng dikehendaki

suami, maka dalam keadaan seperti ini tak ada Keavepelanja?’

Selanjutnya menurut Djamaan Nur hak-hak nafkah apat

menjadi gugur apabila:

a)

b).

d).

f).

. Akad nikah mereka ternyata batal dtesid/ rusak.

Misalnya kedua suami istri itu ternyata mempunydungan mahram,

haram nikah karena nasab, sesusuan dan sebagainya.

Istri nusyus(durhaka) yaitu istri tidak lagi melaksanakan kelbsaa)-

kewajibannya sebagai suami istri.

. Istri murtad yaitu istri tersebut pindah agdma.

Istri melanggar larangan-larangan Allah yanghbbungan dengan

kehidupan suami istri, seperti istri meninggalkamah kediaman

bersama tanpa seizin suami, atau bepergian tampauami dan tidak
disertai oleh mahram dan sebagainya.

. Istri dalam keadaan sakit yang oleh karenaidgk bersedia serumah
dengan suaminya, tetapi jika ia bersedia serumalgase suaminya,
maka dia tetap berhak mendapatkan nafkah.

Pada waktu akad nikah istri masih belum balidgn ia masih belum
serumah dengan suaminya. Nabi Muhammad sendiriypakita nikah
dengan Aisyah, beliau belum serumah dengan Aisgkms 2 tahun,

dan masa itu Rasulullah tidak memberi nafkah kepgatd

" Ibid, hal. 27
“8 Djamaan NurQp. cit, hal. 106
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5. KriteriaMiniman Nafkah Wajib Kepada I steri

Terdapat perdebatan di kalangan ulama tentang sstssial-
ekonomi suami istri yang tidak setakaf@ah*® yang dijadikan standar
ukuran penetapan nafkah.

Dalam hal ini Ibnu Rusyd dalam kitabnyidayat al-Mujtahid
mengemukakan terdapat tiga pendapat mengenaii&ritenimal nafkah
wajib kepada isteriPertama pendapat Imam Ahmad yang mengatakan
bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan na#iddlah status
sosial-ekonomi suami dan istri secara bersama-salka. keduanya
kebetulan status sosial ekonominya berbeda makabdiastandar
menengah di antara keduanya. Yang jadi pertimbabggnpendapat ini
adalah keluarga itu merupakan gabungan di antamisdan istri, oleh
karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalamemteikan standar
nafkah.

Kedua,Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkahdakt
ditentukan berdasarkan ketentuan syara, tetapiabarklan keadaan
masing-masing suami-istri. Dan ini akan berbedaabdxtrdasarkan
perbedaan tempat, waktu, dan keadaan. Pendappatganidikemukakan

oleh Abu Hanifah. Perbedaan pendapat ini disebabkamena

49 Kufu atauKafa’ah berarti sederajat, sepadan atau sebanding. Yarakeird dengan
kufu’ dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengaton istrinya, sama dalam
kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan apdedalam akhlak serta kekayaan. Jadi,
tekanan dalam h&lafa’ahadalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasiatarha dalam
hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Lihat SlamdtiAbdan Aminuddin,Figih Munakahat
Bandung: Pustaka Setia, 1999, hal. 50-51. Meng&raetaraan dalam pernikahan, dapat
melihat pula Ibnu Qayyin al-Jauziyyatiukhtashar Z&dul Ma’adTerj.Khatur Suhardi, “Zadul
Ma’ad Bekal Menuju ke Akherat”, Jakarta: Pustakaan, 2004, hal. 392.
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ketidakjelasan nafkah, apakah disamakan dengangrambmakan dalam
kafarat atau dengan pemberian pakaian. Karena édusgendapat bahwa
pemberian pakaian itu tidak ada batasnya, sedam@pgrean makanan itu
ada batasny3a.

Ketiga Imam Syafii dan pengikutnya berpendapat bahwagya
dijadikan standar dalam ukuramafkah istri adalah status sosial dan
kemampuan ekonomi suami. Yang dijadikan landasamdgmat oleh

mazhab Syafi'i ini adalah firman Allah dalam swakThalaqg (65) ayat:7

IO HE 2 [l Yl 9>0 2 FR, FER O, @
NOCONHIR €0N0DL T4460 B CQONTAIR®
#0008 2 Cak0, FOR @c o D€ODLvE 0
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Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkirgradaklah
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepaya.
Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang nieai
(sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allalalk akan
memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QShalqg:
7)51

Selanjutnya Imam Syafi'i merinci kewajiban suamidgatiga
tingkatan. Bagi suami yang kaya kewajibannya adaleimudd(1 mudd -
675 gram). Kewajiban suami yang miskin adalah satidd dan yang
pertengahan adalah satu setenguatid Bila istri sudah bertempat tinggal
dan makan bersama dengan suaminya, maka kewajimmi sadalah

memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dan tatik lagi secara

* Ibnu Rusyd Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasijuz 2, Beirut: Dar al-Jil,
1409 H/1989, hal. 41
*1 Departemen Agama Rloc. cit.hal. 956
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khusus pemberianafkah®* Imam Syaukani sebagaimana dikutip Yusuf
Qardawi- menyebutkan perbedaan pendapat mengenaaruknafkah.
Segolongan Jumhur Ulama (seperti Malik) berpendbpatva tidak ada
batasan tertentu untuk nafkah melainkan dengarankwecukupan.

Berbeda halnya dengan Abu Hanifah yang tidak mehkent
ukuran tertentu. Dalam perspektif Abu Hanifah balbesarnya nafkah itu
tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara,itb&pasarkan keadaan
masing-masing suami-istri. Dan ini akan berbedaabdxtrdasarkan
perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.

Menurut al-Syaukani, "Yang benar ialah pendapat gyan
mengatakan tidak adanya ukuran tertentu karenagadn waktu, tempat,
kondisi, dan orangnya. Sebab, tidak diragukan tEgjiwa pada masa
tertentu diperlukan makan yang lebih banyak daapathsa yang lain,
demikian juga dengan tempat atau daerah, karensudiu daerah
penduduknya biasa makan dua kali sehari, sedangladrah lain
penduduknya makan tiga kali sehari, bahkan ada yateg empat kali
sehari. Demikian pula dengan kondisi, pada musimarky penghasilan
ukuran pangan lebih ketat daripada ketika musimeparmBegitu juga

dengan orangnya, karena sebagian orang ada yanganmeak

2 Al-lmam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-SyafiAl-Umm juz 5, Beirut:Dar al-
Kutub al-llmiyah, tth, hal. 95
> Ibid, hal. 95
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menghabiskan satsha' (675 gram gandum/beras) atau lebih, ada yang
Cuma setengasha, dan ada pula yang kurang daritu.

Al-Syaukini mengemukakan bahwa pemberian nafkah suami
kepada istrinya itu diukur menurut keadaannya (&eadsuami) dan
seorang suami wajib memberikan istrinya dari apagydia makan dan
memberi pakaian dari apa yang ia kenakan. Halikuatkan oleh firman
Allah dalam surat al-Thalaq ayat®*Selanjutnya tidak ditemukan satu pun
dalil dalam syari'ah yang menentukan nafkah dengeauran tertentu,
bahkan Nabi saw. hanya memberikan batasan dengakiuan menurut
yangma’'ruf.

Demikian juga hakim wajib menjaga yan'ruf ini (kalau terjadi
gugatan ke pengadilan) sesuai dengan waktu danaterkpndisi dan
pribadi yang bersangkutan, dengan memperhatikashela@asuami, apakah
dia seorang kaya atau miskin.

6. Nafkah dalam Poligami

Dalam UUP No.l1 tahun 1974 menyebutkan bahwa saddéih s
syarat dikabulkannya poligami adalah adanya kegastiahwa suami
mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteerislan anak-anak
mereka (pasal 5 ayat (1) huruf a). Dalam hal meakastbahwa suami
mampu menjamin keperluan-keperluan isteri-isten daak-anak mereka,

PP No. 9 tahun 1975 tentang penjelasan UUP Nohuntd974 Pasal 41

** Yusuf QardhawiHadyul Islam: Fatawa Mu’ashirahTerj. As’ad Yasin, “Fatwa-Fatwa
Kontemporer”, jilid, 1, Jakarta: Gema Insani Prd€85, hal. 679

5 Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukanhiail al-Authar, juz IV, Kairo:Dar al-
Fikr, 1983, hal. 426 (hadis nomor 2976 dalam bdlbari H ali al-Zawj fi al-Nafagzt)
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huruf a menyebutkan “pengadilan kemudian memeiizaatau tidaknya
kemampuan memberikan keperluan-keperluan hidup-isteri dan anak-

anak mereka, dengan memperhatikan surat keterangangenai

penghasilan suami yang ditandatangani oleh benadeanpat bekerja,
atau surat keterangan pajak penghasilan; atau ketetangan lain yang
dapat diterima oleh pengadilah;

Dalam UUP No. 1 tahun 1974 maupun PP. No.9 tahurb 19
dijelaskan bahwa syarat dikabulkannya poligami gdehgadilan adalah
bahwa suami harus mampu memenuhi kebutuhan atabenden nafkah
yang layak terhadap isteri-isteri dan anak-analek®erTetapi dalam UUP
maupun PP. No. 9 tahun 1975 tidak dijelaskan seca@ kriteria
minimal nafkah yang wajib diberikan kepada isteteri dan anak-anak
mereka.

Jika jaminan memberikan nafkah yang layak ini memnggan
ukuran minimal hidup warga Kota Semarang (UMR), angkharusnya
suami yang mendapatkan izin poligami dengan duagaisderi seharusnya
berpenghasilan 2x UMR. Mengapa 2x UMR? Karena UM&ah standar
kelayakan hidup bagi satu keluarga yang berkehmigemerhana. Data
yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan TransmsigDisnakertrans)
Kota Semarang menunjukkan bahwa UMR tahun 2007ahds¢besar
Rp.715.000,-, sedangkan UMR pada tahun 2008 selpgsar59.360,-.

Jadi, suami yang ingin poligami pada tahun 200Asemya mempunyai

**PP. No. 9 tahun 1976p.cit.
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penghasilan minimal Rp. 1.430.000,- untuk dua orateyi, begitu juga
pada tahun 2008, suami yang ingin poligami dengamisteri setidaknya
berpenghasilan minimal Rp. 1.518.720,-

Dalam hal memberikan nafkah yang layak, Musfir Husaj-
Jahrani mengemukakan bahwasanya seorang laki-lakig ysudah
mempunyai isteri satu dilarang untuk bepoligamibépabelum mampu
memberikan nafkah yang layak terhadap isteri-isyaid’

Dasar kewajiban memberikan nafkah yang layak imddgarkan

pada sabda Nabi Muhammad SAW padgatul wada’.

B 3l famg b aallialy Bl Haskisl (SU L) (3 Al 15

Lo Easipas Ll e OB 0505 ol (S b O Gede oSy
(aily 29l> sl olyy) Baally 18505y 56, WSe Bhy e 2

Artinya : Bertakwalah kamu dalam urusan wanita, sgguhnya kamu
telah mengambil mereka dengan amanah Allah. Daahtel
dihalalkan kepadamu kesucian mereka dengan kalistiah.
Dan bagimu atas mereka, yaitu tidak menginjak tentigarmu
seseorang yang kamu tidak sukai. Jika mereka béderaikian
pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membeka$.
Kewajiban kamu atas mereka bahwa kamu menafkahekaer
dan memberi pakaian dengan baik (HR. Abu Daud dan
Tirmidziy®

Hadis di atas memerintahkan kepada para suaminagiaberikan
nafkah kepada para isterinya dengan layak, baikjaemakanan, pakaian,

tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lairthya.

" Musfir aj-Jahrani,Nazhratun fi Ta’addudi az-Zaujat(terj) Muh. Suten Ritonga,
Poligami dari Berbagai Persepslakarta : Gema Insani Pers, 1996, hal.56

%8 |bnu Atsir, Mujiddin Abdussa’adah al-Mubarak binuammad,Jami’ul Ushul fi
Ahadits, juz Ill,Kairo: Dar al-Fikr, hal. 147 (hadis nomor 1796 dalbab 14fi hajji Rasulillahi
sallallah alaihi wa sallam wa ‘umratihi wa fiihi finlani

> Musfir aj-Jahranipp.cit, hal.58
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